47

BAB III
OBYEK LAPORAN KKL
3.1 Gambaran Umum BAPPEDA Kota Cimahi

3.1.1 Sejarah Singkat
Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % pertahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi. Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.
Secara Geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Maka pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (Unjani).

Proses tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.
Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi, merupakan lembaga teknis daerah dan satu-satunya instansi perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah tersebut, Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menentukan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan prasarana, ekonomi, sosial dan budaya, pembiayaan, serta urusan ketatausahaan badan.

Kegiatan perencanaan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, untuk menghasilkan rencana kebijaksanaan, program dan proyek daerah berikut pemantauan dan penilaian perkembangan pelaksanaannya. Perencanaan sebagai salah satu penerapan fungsi manajemen pembangunan, memerlukan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, agar dapat menghasilkan rencana yang sesuai dengan perkembangan pembangunan.
3.1.2 Visi dan Misi 
Visi kota Cimahi Tahun 2007-2012 adalah "Dengan Iman, Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif", dengan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum.
4. Meningkatkan ifrastruktur Kota.
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha. 
Sedangkan visi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi Tahun 2007-2012 adalah “Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Perencana dalam Menunjang Perencanaan Pembangunan Kota yang Dinamis dan Berkelanjutan“ dengan misi yaitu:

1. Mewujudkan aparatur perencana yang handal dan profesional;

2. Menciptakan perencanaan pembangunan kota yang dinamis dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan teknologi sistem informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan yang andal;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan statistik daerah yang akurat.

3.1.3 Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
	


Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari
a. Kepala Badan
b. Kesekretariatan (membawahi):

1. Sub Bagian Program dan Laporan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Fisik (membawahi):

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Sub Bidang Prasarana Kota

d. Bidang Ekonomi (membawahi):

1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata

2. Sub Bidang Koperasi, UNKM dan Pertanian

e. Bidang Sosial dan Budaya (membawahi):

1. Sub Bidang Sosial Budaya

2. Sub Bidang Pemerintahan

f. Kelompok Fungsional Jabatan.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Cimahi


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: Lakip Bappeda Kota Cimahi
Pola dan bentuk organisasi Bappeda ini didasarkan atas fungsi departemental, keunggulan bentuk organisasi seperti ini antara lain :

a) Monitoring kegiatan dapat lebih efektif karena masing-masing kelompok fungsional lebih berdekatan.

b) Skala ekonomi kegiatan mudah dijangkau. Adanya pengelompokan pekerjaan, personil dapat spesialisasi dan cenderung lebih efisien.

c) Standar kinerja lebih terpelihara sehingga Personil dengan keahlian yang sama dapat berkembang dan saling mengisi.

d) Personil mempunyai kesempatan lebih besar untuk pendidikan dan peningkatan kemampuan teknis. 

e) Spesialis teknik dapat lebih bebas dari pekerjaan administrasi.

f) Pengambilan keputusan dan jalur komunikasi sederhana dan mudah dimengerti.

Spesialisasi kegiatan dari sub bidang merupakan representasi dari kepentingan sektoral dalam Pemerintahan Daerah, struktur ini merupakan pewadahan koordinasi Dinas instansi. 
3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)
Badan Perencanaan Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan serta Bidang Kesekretariatan.
Badan Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan daerah, yang meliputi Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial dan Budaya.

4. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
3.1.5 Rencana Strategis (renstra)
Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi tahun 2007-2012, pemerintah Kota Cimahi harus mengembangkan dua strategi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu strategi internal dan strategi eksternal serta fokus pembangunan sebagai berikut:
1. Strategi penataan pengelolaan pemerintahan,
Sebagai strategi internal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar diorientasikan untuk masyarakat harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi, penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pengmbangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan sebagai tulang punggung penggerak pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal.
Program pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam upaya turut mendorong pencapaian target IPM baik sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan sehingga melalui berbagai pendidikan dan latihan serta program pengembangan SDM lainnya diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian IPM Kota Cimahi. Penataan yang dimaksudkan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya standar mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih memadai.
2. Strategi pembangunan masyarakat kota yang berkelanjutan
Merupakan dimensi eksternal yang menempatkan masyarakat Kota Cimahi sebagai subyek pembangunan yang berlangsung di Kota Cimahi. Pembangunan pada dasarnya harus dapat mencapai titik keseimbangan antara kebijakan pemerintah di satu pihak dan harapan masyarakat di pihak yang lain, oleh karena itu upaya untuk senantiasa memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilaksanakan melalui pola perencanaan pembangunan partisipatif.   
3. Fokus pembangunan 2007-2012
Diarahkan untuk mendorong percepatan peningkatan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, pada periode 2003 sampai dengan 2007 telah menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah.
Indikasi utama pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja perekonomian Kota Cimahi sampai dengan tahun 2006 ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,81%. Peningkatan LPE tahun 2006 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelunnya yang hanya mencapai 4,56%. Kendati demikian  secara makro pertumbuhan ekonomi kota yang hanya sebagian saja yang bersumber dari dorongan investasi, sebagian besar dipicu oleh konsumsi domestik.

Selain itu indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatanan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan terutama di dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Cimahi berdasarkan analisis indeks pembangunan manusia, oleh karena itu kinerja pembangunan 2007-2012 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 % pada tahun 2012. Oleh karena itu kegiatan program seluruhnya diarahkan pada dorongan kegiatan ekonomi makro dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mikro.
3.2 Pelayanan Publik di Kota Cimahi
Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi diwajibkan memiliki Rencana Strategis Tahun 2007-2012, sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yaitu bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, harus selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, juga harus menjamin keseresaian hubungan antar daerah dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus membuat perencananaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Perencanaan Pembangunan tersebut harus memperhatikan Rencana Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang luas sehingga terjalin koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga dengan SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatannya harus menyusun Renstra SKPD yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Cimahi, juga untuk rencana kegiatan setahun disusun dalam bentuk Renja SKPD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap instansi pemerintah harus membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian menciptakan perencanaan Kota Cimahi yang dinamis sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah dan dalam mendukung perwujudan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2007-2012 sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi.
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